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PERATURAN MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR P.29/MENHUT-II/2012 
TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR 
P.20/MENHUT-II/2005 TENTANG KERJASAMA OPERASI (KSO) PADA IZIN 

USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa ruang lingkup kerjasama sebagaimana 
dirumuskan dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri 
Kehutanan Nomor P.37/Menhut-II/2009 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) 
Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada 
Hutan Tanaman dinilai sudah tidak lagi mampu 
mengakomodir dalam rangka Kerjasama Operasi (KSO); 

  b. bahwa pembangunan usaha pemanfaatan hasil hutan 
kayu pada hutan tanaman pada saat ini semakin cepat 
dan kompleks sehingga diperlukan tenaga profesional 
bidang kehutanan untuk Kerjasama Operasi (KSO) 
pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada 
Hutan Tanaman; 

  c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan 
Peraturan Menteri Kehutanan tentang Perubahan 
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Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 
P.20/Menhut-II/2005 tentang Kerjasama Operasi (KSO) 
Pada Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada 
Hutan Tanaman; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4412); 

  2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011; 

  3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana 
telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 92 Tahun 2011; 

  4. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 tentang 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II 
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden 
Nomor 59/P Tahun 2011;   

  5. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.20/Menhut-
II/2005 Tentang Kerjasama Operasi (KSO) Pada Izin 
Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan 
Tanaman; 

  6. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.40/Menhut-
II/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 405); 
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